BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan
lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk dan keterangan terdakwa. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai
alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti
itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat
dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal
184 ayat (1), serta harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Oleh karena itu,
minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan
kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua
alat bukti yang sah.

Seiring dengan perekembangan teknologi, alat bukti dalam kasus pidana
juga turut berkembang. Mulai dikenal alat bukti dalam bentuk Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik. Pengaturan tentang Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 UU Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokan menjadi dua bagian. Pertama
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari
Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi
Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti
Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan
Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Sedangkan yang dimaksud dengan perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE
harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU
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ITE. Perluasan di sini maksudnya adalah menambah alat bukti yang telah diatur
dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat
bukti yang diatur dalam KUHAP. Selain itu juga memperluas cakupan dari alat
bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam
KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat
bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE,
maka alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana menjadi tidak hanya terbatas
pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang
disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat
bukti tersebut dapat membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku
dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah
sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus
dipenuhi agar suatu alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5
ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4). UU ITE, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:

a. suratyang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait

dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri

setempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE.
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3. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan penyidik wajib menjaga
terpeliharanya kepentingan pelayanan umum, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 43 ayat (4) UU ITE.

Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 ayat (3),
Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu
Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Sesuai dengan Pasal 6 UU ITE Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap
pengguna Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik sesuai
dengan kebutuhannya dan bertanggung jawab secara hukum terhadap
penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang
memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Pasal 16 UU ITE, sebagai
berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
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e.  memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
20/PUU-X1V/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus
bukti elektronik (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) harus
dimaknai “sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang®.

Persoalannya, penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai alat bukti
elektronik yang sah tersebut menjadi membingungkan karena formulasi amar
putusannya kurang tepat. Tipe kalimat yang digunakan adalah kalimat majemuk,
kalimat di dalam kalimat. Formulasi kalimat dalam kalimat harusnya dihindari
dalam sebuah ketentuan Undang-Undang karena dapat menimbulkan
multipenafsiran.

Bila dilihat dari komposisinya, amar putusan tersebut terbentuk atas 3
komponen kesatuan pengertian, yaitu:

Alat bukti + dilakukan dalam rangka penegakan hukum + atas permintaan
kepolisian,kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Susunan kalimat amar putusan ini secara tata bahasa polanya kurang
sempurna. Agar pengertiannya menyeluruh, kalimatnya harus disempurnakan
dengan menambahkan kata “wajib atau harus”.

Sehingga dapat dimaknai bahwa khusus dalam rangka penegakan hukum,
bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan aparat penegak hukum
dan tidak ada kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti, melainkan siapa yang
berwenang untuk mengajukannya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang
melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Pendapat bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

haruslah yang direkam oleh aparat penegak hukum adalah pendapat yang keliru
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karena amar putusan tersebut tidak memiliki makna demikian. Menurut penulis,

orang per orang dapat membawa alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik meskipun tanpa permintaan aparat penegak hukum,

baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain.
Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan

dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti
yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-
XIV/2016 adalah bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan, apabila alat
bukti yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil di atas, serta
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus merupakan
permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya dalam rangka penegakan hukum.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak
pidana yang dibuat atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi
penegak hukum lainnya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang ditentukan
oleh hakim. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
lebih Kkhusus, hakim bebas menentukan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik itu sebagai alat bukti yang sah atau tidak di persidangan.
Majelis hakim bebas menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik itu tetap digunakan sebagai alat bukti untuk membela kebenaran
atau mengikuti prosedur yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20/PUU-XIV/2016.

5.2 Saran
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Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI1V/2016,
Mahkamah Konstitusi seharusnya menghindari bentuk-bentuk putusan penafsiran
yang kembali menimbulkan penafsiran baru. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
tidak jelas akan menimbulkan Kketidakpastian hukum karena putusan itu
menimbulkan perdebatan.

Pengaturan alat bukti elektronik di dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia masih akan terus berkembang. Perundang-undangan yang ada telah
menunjukkan kebutuhan pengakuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, seharusnya para
praktisi dan akademisi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan
hukum bekerja sama untuk mengembangkan pengaturan lebih jelas mengenai alat
bukti elektronik.
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